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Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha

(Perpres No 91 Tahun 2017)

Pengawalan
e E‘ . .
1 Penyelesaian Perizinan

. (end to end) 2,
Dari memberi izin menjadi Dilakukan di semua level Kegiatan Berusaha di
melayani Pemerintahan KEK, FTZ, KI, KSPN
(Civil Servant) (Pusat, Prov, Darah) tanpa menunggu

kelengkapan perizinan

3.
. . Sistem perizinan berusaha
Menghilangkan pengulangan Lebih sederhana, murah, . . .
. .. . terintegrasi secara elektronik
rekomendasi/perizinan cepat dan pasti (0SS)




PERATURAN
PEMERINTAH NO. 24
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TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK ATAU OSS ( ONLINE SINGLE SUB MISSION )
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Standar Perizinan
lainnya

Izin Lokasi, Izin
Lingkungan,

PEMBANGUNAN/ OPERASIONAL/
PENDAFTARA PRODUKSI KOMERSIAL
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Izin operasional
/komersial dalam rangka
pemenuhan Standar
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1 waktu

KOMITMEN KOMITMEN
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INTEGRASI

Pusat/Daerah

e BKPM (PTSP Pusat) —

SPIPISE

* Provinsi/Kab/Kota
(DPMPTSP) — spipise + sistem

DAERAH

O S S « 0SS didukung oleh

Pemerintah
Republik Indonesia

AHU Online
DUK CAPIL

* INSW
* KEMENAKER
* DIl



REFORM (penyederhanaan

perizinan)
e Tanda
Daftar
Perusahaan
Nomor Angka
Induk Pengenal
B“ u ) Impor (APIP/
erusana AP'U)
akses nomor induk

kepabeanan kepabeanan



0SS

(ONLINE SINGLE SUBMISSION)

Aplikasi Perizinan yang bersifat mandiri yang diterbitkan oleh
lembaga OSS utk dan atas nama menteri,pimpinan lembaga,
gubernur, atau bupati/walikota kpd pelaku usaha melalui sistem
elektronik yg terintegrasi dan dapat diakses di portal : https://oss.
go.id/oss/




PELAKU USAHA

Berbentuk badan usaha Usaha mikro,kecil menengah Usaha perorangan /badan Usaha dengan modal yag
maupun perseorangan maupun besar usaha baik yg baru/yg sdh seluruhnya bersal dari dalam
berdiri shim operasionalisasi negeri (PMDN), maupun
0SS terdapat komposisi modal asing

(PMA)



Reformasi Perizinan Berusaha .

Pelaksanaan reformasi peraturan Perizinan Berusaha pada:
Sektor Ketenagalistrikan;

Sektor Pertanian;

Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;

Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
Sektor Kelautan Dan Perikanan:

Sektor Kesehatan;

Sektor Obat Dan Makanan;

Sektor Perindustrian;

Sektor Perdagangan;

Sektor Perhubungan;

Sektor Komunikasi Dan Informatika;

Sektor Keuangan;

Sektor Pariwisata;
Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan; [ PELAJARI LAMPIRAN PP 24/2018 J

15. Sektor Pendidikan Tinggi;

16. Sektor Agama Dan Keagamaan;

17. Sektor Ketenagakerjaan;

18. Sektor Kepolisian;

19. Sektor Perkoperasian Dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
20. Sektor Ketenaganukliran,
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Pembayaran Biaya Perizinan Berusaha .

1. Segala biaya Perizinan Berusaha yang merupakan:
a. penerimaan negara bukan pajak;
b. beamasuk dan/atau bea keluar;
c. cukai; dan/atau
d. pajak daerah atau retribusi daerah,
wajib dibayar oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Biaya dibayarkan oleh Pelaku Usaha sebagai bagian dari pemenuhan Komitmen.
Pelaku Usaha yang telah melakukan pembayaran biaya mengunggah bukti pembayaran ke dalam sistem OSS.
Pelaksanaan pembayaran biaya dapat difasilitasi melalui sistem OSS.

Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban pembayaran biaya, |zin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional
yang telah diberikan dinyatakan batal
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Proses penggunaan OSS

BAGAIMANA PROSEDUR PENGOPRASIAN OSS?

DAFTA

R
Membuat user — ID

NI

B

Menginput data perorangan atau
non perseorangan untuk
memperoleh NIB (Nomor Induk
Berusaha)

IZIN OPERASIONAL /

KOMERSIAL
Izin Operasional / Komersial (SIO

dan PPJP/B) dapat diterbitkan
setelah mempunyai Izin Usaha

H MASU

/:Aendapatkan username dan
Password melalui e-mail

IZIN
Izin usaha dapat diterbitkan

setelah memenuhi Komitmen /
ketentuan yang nantinya akan

Cltiai]
n T
Proses pemenuhan komitmen /

ketentuan yang harus dipenuhi
sesuai dengan NSPK (Norma,
Standart, Prosedur, Kriteria)




Pokok pokok Pelaksanaan Perizinan Berusaha .

Bagaimana Pelaksanaan Perizinan Berusaha:

Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen;

Pelaku Usaha melakukan pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional;
Pelaku Usaha pembayaran biaya;

Lembaga OSS (ptsp) fasilitasi ;

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pemenuhan Komitmen |zin Usaha dan
pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional dan pelaksanaannya oleh Pelaku Usaha.

A A e i



Pendaftaran .

1. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengakses laman OSS dan melakukan pengisian data yang diperlukan.

2. Lembaga OSS menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh
Pelaku Usaha untuk mendapatkan |zin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan
persyaratan Izin Usaha dan |zin Komersial atau Operasional.

3. NIB berlaku juga sebagai TDP, API, dan hak akses kepabeanan.

4. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB ssekaligus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan
jaminan sosial ketenagakerjaan serta mendapatkan pengesahan RPTKA ((dalam hal Pelaku Usaha akan
mempekerjakan tenaga kerja asing) serta mendapatkan informasi mengenai fasilitas fiskal yang akan didapat.

DATA YANG DIPERLUKAN ANTARA LAIN:

1. AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN

2. NPWP YANG VALID (PEMEGANG SAHAM DAN DIREKSI)

3. RENCANA USAHA (PROFIL/LOKASI/SARANA, TENAGA KERJA, MODAL,AKTIVITAS KEPABENAN)



Penerbitan Izin Usaha (1) .

Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen

Penerbitan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan
usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana, setelah Lembaga OSS menerbitkan:

a. lzin Lokasi:
b. Izin Lokasi Perairan;
c. lzin Lingkungan; dan/atau
d. IMB,
berdasarkan Komitmen.
Diatur beberapa pengecualian pemberian Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, dan IMB tanpa komitmen.

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan akan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan di wilayah lain,
harus tetap memenuhi persyaratan Izin Lokasi, |zin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, dan IMB di masing-masing wilayah
tersebut.

Izin Usaha berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen dan melakukan pembayaran biaya Perizinan
Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Penerbitan Izin Usaha (1)

6. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dapat melakukan kegiatan:
pengadaan tanah;
perubahan luas lahan;
pembangunan bangunan gedung dan pengoperasiannya;
pengadaan peralatan atau sarana;
pengadaan sumber daya manusia;
penyelesaian sertifikasi atau kelaikan;
pelaksanaan uji coba produksi (commisioning); dan/atau
pelaksanaan produksi.
7. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha namun belum menyelesaikan:
a. Amdal: dan/atau
b. rencana teknis bangunan gedung,
belum dapat melakukan kegiatan pembangunan bangunan gedung.
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1.

Penerbitan Izin Komersial atau Operasional

Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen untuk:
a. standar, sertifikat, dan/atau lisensi; dan/atau
b. pendaftaran barang/jasa,

sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh Pelaku Usaha melalui sistem OSS.

Lembaga OSS membatalkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang sudah diterbitkan dalam hal
Pelaku Usaha tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen.

Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen dan melakukan
pembayaran biaya Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Pemenuhan Komitmen Izin (1) m

1. lzin Lokasi

a. Pelaku Usaha wajib menyampaikan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi dengan
menyampaikan persyaratan pertimbangan teknis pertanahan kepada kantor pertanahan tempat
lokasi usaha dan/atau kegiatan.

b. Pertimbangan teknis diberikan kantor pertanahan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan untuk
selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat lokasi usaha dan/
atau kegiatan

c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan menyetujui

pemenuhan Komitmen Izin Lokasi.



Pemenuhan Komitmen Izin (2) .

2. lzin Lokasi Perairan

a. lzin Lokasi Perairan diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan di sebagian
perairan di wilayah pesisir dan/atau pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

b. Pemenuhan Komitmen dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS dengan
menyampaikan persyaratan lzin Lokasi Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada
Menteri Kelautan dan Perikanan atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.

c. Menteri Kelautan dan Perikanan atau Pemerintah Daerah menyetujui atau menolak pemenuhan
Komitmen Izin Lokasi Perairan.

d. Dalam hal Menteri Kelautan dan Perikanan atau Pemerintah Daerah memberikan penolakan,
Izin Lokasi Perairan dinyatakan batal.



Pemenuhan Komitmen Izin (3) .

3. lzin Lingkungan

a. Pelaku Usaha wajib memenuhi Komitmen Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan
melengkapi UKL UPL atau dokumen Amdal.

b. UKL-UPL:
1) Pelaku Usaha wajib melengkapi UKL-UPL sesuai formulir UKL-UPL.

2) Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS mengajukan UKL-UPL paling lama 10 Hari sejak Lembaga OSS
menerbitkan Izin Lingkungan.

3) Pemeriksaan atas UKL-UPL paling lama 5 (lima) Hari sejak disampaikan oleh Pelaku Usaha.

4) Dalam hal hasil pemeriksaan tidak terdapat perbaikan UKL-UPL, ditetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL
dan menyampaikannya kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS.

5) Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat perbaikan UKL-UPL, Pelaku Usaha wajib melakukan perbaikan UKL-UPL
paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan.

6) Berdasarkan perbaikan UKL-UPL ditetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan menyampaikannya kepada
Pelaku Usaha melalui OSS.

7) Penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL merupakan pemenuhan Komitmen lzin Lingkungan.



Pemenuhan Komitmen Izin (4) .

c. Dokumen Amdal
1) Pelaku Usaha wajib melengkapi dokumen Amdal.
2) Penyusunan dokumen Amdal harus dimulai dilakukan paling lama 30 Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin
Lingkungan.
3) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
a) penyusunan Andal dan RKL-RPL;
b) penilaian Amdal dan RKL-RPL; dan
c) keputusan kelayakan
4) Penyusunan Andal dan RKL-RPL berdasarkan formulir kerangka acuan.

5) Jangka waktu, penyampaian rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL, penilaian akhir serta
penyampaian hasil penilaian akhir, dan penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup
diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Pemenuhan Komitmen Izin (5) .

d. Dalam hal Pelaku Usaha dalam usaha dan/atau kegiatannya akan membangun pusat kegiatan, permukiman, dan
infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan
angkutan jalan, penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL sekaligus dilakukan dengan penyusunan analisis
dampak lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan

e. Dalam hal Pelaku Usaha dalam memerlukan izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup untuk kegiatan:

1) menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau
menimbun bahan berbahaya dan beracun, penyusunan dokumen Amdal dilakukan termasuk pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan beracun;

2) pembuangan air limbah ke laut;
3) pembuangan air limbah ke sumber air; dan/atau
4) memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah,
izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup tersebut diintegrasikan ke dalam Izin Lingkungan



Pemenuhan Komitmen Izin (6) .

4. |MBdan SLF

a. Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS mengajukan penyelesaian IMB paling lama 30 Hari sejak Lembaga OSS
menerbitkan IMB.

b. Dalam hal IMB memerlukan penyelesaian dokumen Amdal, Pelaku Usaha mengajukan penyelesaian IMB paling
lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Komitmen Amdal dipenuhi.

c. Pemenuhan Komitmen IMB dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan melengkapi:

1) tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;
2) data pemilik bangunan gedung; dan
3) rencana teknis bangunan gedung.

d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyampaikan surat keterangan rencana kabupaten/kota dalam bentuk digital
ke Lembaga OSS dan Surat keterangan rencana kabupaten/kota tersebut menjadi dasar penyusunan rencana
teknis bangunan gedung untuk kegiatan berusaha.

e. Dalamrangka pengoperasian bangunan gedung pemilik bangunan gedung wajib memiliki sertifikat laik fungsi.

f. Sertifikat laik diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung oleh
profesi ahli bangunan gedung bersertifikat paling lama 3 (tiga) Hari



Pengawasan atas Pelaksanaan Perizinan Berusaha .

1. Kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan atas:
a. pemenuhan Komitmen;
b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/atau
c. usaha dan/atau kegiatan,

2. Dalam hal hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, kementerian, lembaga, dan/atau
Pemerintah Daerah mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa:

a. peringatan;
b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
c. pengenaan denda administratif; dan/atau
d. pencabutan Perizinan Berusaha,
3. Kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dapat bekerja sama dengan
profesi sesuai dengan bidang pengawasan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah.
4. Menteri, pimpinan lembaga, gubernur dan/atau bupati/wali kota wajib melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil
negara dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Aparatur sipil negara yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha, dikenai
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara



HAL HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN .

1. Pelaku usaha harus mengetahui ruang lingkup usahanya dan jenis perizinan yang dibutuhkan;
2. Pelaku usaha mengenal jenis produk (barang/jasa) dari menyesuaikan KBLI

1. Lembaga OSS, kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Perizinan Berusaha kepada
Pelaku Usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah.

2. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. pelayanan informasi yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha; dan
b. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan Perizinan Berusaha



PELAKSANAAN PERIZINAN BIDANG OLAHAN PANGAN

IZIN OPERASIONAL/

Login OSS |ZIN USAHA
& KOMERSIAL
UMK(vodal<Sojutal | (715 TTEE
* 0SS belum optimal, Produksi Pangan Rumah
sementara masih manual Tangga]
dilaksanakan oleh Kelurahan/
Kecamatan » Hanya produksi pangan skala
« UMK {manual) diunggah Rumah Tangga dan TIDAK
pada form lzin Usaha Industri BERESIKO
dalam 055 * Kewenangan Perizinan dan
‘ Motifikasi Kabupaten / Kota
IUI {(Modal > 50 juta) (Dinkes / DPMPTSP
Kab/Kota);
« Jika sudah memiliki IUI dapat /Kota)
diunggah dalam 055 IZIN EDAR
* Jika belum memiliki IUI akan
berlaku efektif apahila telah * Produksi NON RUMAH
memenuhi izin dasar (IMB, TANGGA atau YANG BERESIKO
IZIN LOKASI, IZIN * kewenangan Perizinan dan

LINGKUNGAN) Notifikasi BPOM



KETENTUAN SPPIRT (PERMENKES RI NOMOR 26 TAHUN 2018)

PELAKU USAHA

® Perseorangan
* Non Perseorangan berupa usaha mikro dan kecil (kecuali PT)

e Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan; dan
* Pemenuhan Aspek higiene sanitasi dan dokumentasi.




DPMPTSP PROV. JATENG
JI. MGR Soegiyopranoto No. 1 Semarang

EMAIL : pelayanan.perizinanjateng@gmail.com
TELPON : (024) 3563069, (024) 3563070

WA : 08112915171







